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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Dbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Dabo  Singkep  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  dalam  tingkat  pertama,  dalam  sidang  majelis  hakim,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK  x,  tempat  dan  tanggal  lahir  x,  agama  Islam,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten

Lingga,  Kepulauan  Riau,  dan  alamat  domisili

elektronik pada e-mail: x, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. x, tempat dan tanggal lahir x, umur 39 tahun, agama

Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA,

tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi

Kepulauan Riau dan sekarang tidak  diketahui

keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  bertanggal

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal

21 Juli  2023 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Dbs tanggal

21 Juli 2023 telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa,  Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

yang dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Senayang,  Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada
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tanggal  x,  sebagaimana  tercatat  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor: x,

tertanggal 12 September 2006;

2. Bahwa,  Penggugat  berstatus  Perawan dan  Tergugat  berstatus  Jejaka

yang menikah atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa,  Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di

rumah bersama yang beralamat di  Tanjung Kelit  selama lebih kurang 17

tahun dan  menjadi  tempat  tinggal  terakhir Penggugat  dan Tergugat,  dan

kemudian  Tergugat  hilang  kabar  dan  sekarang  tidak  diketahui

keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

4. Bahwa,  Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun

dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri

(ba’da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama; 

4.1ANAK I,  (Laki-laki) Lahir di  x,  umur  9 tahun dan  sekarang anak

tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;

4.2 ANAK II, (Perempuan) Lahir di, umur 6 tahun dan sekarang anak

tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun  dan

harmonis,  namun sejak  April  tahun 2023  kehidupan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

 5.1 Tergugat yang selalu berkata kasar kepada Penggugat;

5.2 Tergugat  yang sudah tidak  memberi  nafkah kepada Penggugat  dan

anak dari Penggugat dan Tergugat sejak April tahun 2023;

6. Bahwa, akibat  perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2022

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Selama lebih

kurang 1 tahun Tergugat pergi dari rumah untuk bekerja dan sekarang tidak

diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat

tidak  pernah  memberikan nafkah  lahir kepada Penggugat dan  anak dari

Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat  dengan Tergugat  sudah tidak

dapat  dibina  dengan  baik  karena  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk
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rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  sudah  sulit  untuk

diwujudkan.  Oleh  karena  itu  agar  masing-masing  pihak  tidak  melanggar

norma  hukum  dan  norma  agama  maka  Penggugat  memilih  perceraian

sebagai  alternatif  terakhir  dalam  menyelesaikan  permasalahan  antara

Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa,  Penggugat  sanggup  dan  bersedia  membayar  biaya  perkara

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepda

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT) Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai

ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat   dan Tergugat  tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut

relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi

dan patut; 

Bahwa pada hari-hari sidang  berikutnya Penggugat  dan Tergugat  tidak

pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini  dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  tidak  pernah  datang

menghadap  di  persidangan dan  tidak  pula  mengirimkan  wakil/kuasanya

meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,  namun ketidakhadirannya

tidak beralasan hukum, sehingga Hakim tunggal berpendapat Penggugat telah

tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah

cukup  alasan  bagi  Hakim  tunggal  untuk  menggugurkan  perkara  Penggugat

tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Dbs gugur;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari

Senin,  tanggal  4  Desember,  2023  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  20

Jumadil  Awwal  1445  Hijriah  oleh  Kami,  Ogna  Alif  Utama,  S.H., yang

berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor

178/Pdt.G/2023/PA.Dbs tanggal 27 November 2023 Masehi ditetapkan sebagai

Hakim Tunggal,  didasari  adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal  dari
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Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/HK.05/11/2018

tanggal 13 November 2018. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh H. Ridwan, S.H.,

M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera

Ttd.

H. Ridwan, S.H., M.H.

 

Rincian Biaya:
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 70.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 56.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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